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	Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling yang didapat dari 15 perusahaan sektor property dan real estate, dengan total sampel berjumlah 45  yang terdaftar di BEI secara berturut-turut dari tahun 2019 hingga 2022. Hasil penelitian  ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
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1. PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan terbesar negara. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Mardiasmo (2018) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Suatu negara tentu mempunyai pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunannya, sama halnya dengan Indonesia. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber penerimaan negara meliputi pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak sebagai bentuk kontribusi nyata kepada negara. Pajak yang telah dibayarkan nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, fasilitas kesehatan, pembangunan jalan dan lain sebagainya dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat.
Dalam pemungutannya, pajak memiliki beberapa hambatan yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif yang bersumber dari keengganan masyarakat dalam membayar pajak dan perlawanan aktif yang terjadi karena usaha yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak (Mardiasmo, 2018). Salah satu bentuk dari perlawanan aktif yaitu penghindaran pajak (tax avoidance). Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak tanpa melanggar dan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) undang-undang dan peraturan perpajakan dengan tujuan menghindari pajak. 
Saat ini penghindaran pajak (tax avoidance) menjadi salah isu terbesar yang dibahas di seluruh dunia. Perkembangan strategi perusahaan dalam memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya dan pengeluaran termasuk pajak berdampak pada penerimaan kas negara. Bagi manajemen perusahaan, banyak yang beranggapan bahwa pajak adalah sebuah beban yang dapat mengurangi keuntungan yang seharusnya diperoleh dan juga tidak memberikan timbal balik secara langsung, sedangkan pemerintah tentunya berharap para wajib pajak akan patuh membayar pajak untuk mendukung pembangunan nasional (Okrayanti et al., 2017). Besaran pajak yang dibayarkan suatu perusahaan bergantung pada laba yang dihasilkan pada akhir periode. Semakin tinggi laba yang dihasilkan maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi. Manajer perusahaan tentu akan melakukan berbagai upaya dalam meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari undang-undang dan peraturan perpajakan. Hambatan dalam pemungutan pajak ini dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan kas negara. Ini dapat dilihat pada tabel realiasi penerimaan pajak negara dari tahun 2019-2022 :

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak
	Tahun
	Target Penerimaan Pajak
(Dalam Triliun Rupiah )
	Realisasi Penerimaan Pajak
(Dalam Triliun Rupiah)
	Persentase Realisasi

	2018
	1.424
	1.315,9
	92,4%

	2019
	1.577,6
	1.332,1
	84,4%

	2020
	1.404,5
	1.285,2
	91,5%

	2021
	1.229,6
	1.231,87
	100,19%

	2022
	1.485
	1.716,8
	115,6%


Sumber : Kementrian Keuangan

Pada tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 persentase realisasi penerimaan pajak melampaui target, dimana besar penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1.231,87 triliun dengan target penerimaan  pajak sebesar Rp 1.229,6 triliun. Begitu juga pada tahun 2022 yang merupakan penerimaan pajak terbesar dengan realisasinya sebesar Rp 1.716,8 triliun dari target penerimaan pajak sebesar Rp 1.485 triliun, artinya terdapat peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni dengan tingkat realisasi sebesar 115,6%. Namun, pada tahun 2018-2020 terdapat fluktuasi dalam penerimaan pajak. Tahun 2018 persentase realisasi penerimaan pajak sebesar 92,4% dan di tahun 2019 menjadi 84,4%. Terjadi penurunan sebesar 8%, lalu pada tahun 2020 kembali naik sebesar 7,1%. Meskipun terjadi kenaikan, tingkat realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan-hambatan bagi pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak, sehingga menyebabkan target-target yang telah ditetapkan belum tercapai.
Salah satu kasus hukum penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus penghindaran pajak oleh PT. Adaro Energy Tbk pada tahun 2019. PT. Adaro Energy Tbk melakukan upaya transfer pricing, yaitu pengalihan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia kepada anak perusahaannya Coaltrade Services Internasional Pte, Ltd yang berlokasi di Singapura yang  dilakukan antara tahun 2009 hingga 2017. PT Adaro Energy Tbk menjual batu bara yang ditambang di Indonesia dengan harga yang murah kepada anak perusahaannya, kemudian  dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu coaltrade melakukan pembukuan terhadap bonus yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan adaro lainnya yaitu sebesar US$ 55 juta dengan tujuan untuk meminimalkan pajak PT Adaro, dibukukan oleh coaltrade sehingga perusahaan  dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75.triliun, 17%  lebih rendah dari jumlah yang  dibayarkan di Indonesia
Dilaporkan Tax Justice News pada tajuk berjudul the state of tax justice 2020 : Tax justice in the time of COVID-19 dinyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian mencapai Rp 68,7 triliun akibat dari praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi.  Selain itu, banyak  perusahaan multinasional mentransfer keuntungannya ke negara yang dianggap sebagai utopia pajak.Hal ini dilakukan dengan maksud untuk tidak melaporkan  keuntungan sebenarnya yang  diperoleh di negara tempat perusahaan tersebut berada. Maka dari itu perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Indonesia dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak badan dan orang pribadi berada di peringkat keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang  (Fatimah, 2021)
Dari kasus diatas dapat kita lihat bahwa masih banyak perusahaan yang  melakukan  tindakan  penghindaran  pajak atau  tax  avoidance.  Ada  beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tax avoidance, namun dalam  penelitian  ini  hanya  menguji  beberapa  faktor yang diduga mempengaruhi penghindaran pajak (tax avoidance), diantaranya kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.
Faktor pertama yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan  Institusional  dapat  diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (tax avoidance) dikarenakan pemilik institusional mampu mengintervensi kebijakan manajemen. Kepemilikan institusional juga berperan penting dalam mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajemen untuk menghindari kegiatan  penghindaran  pajak dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang  baik dan benar. Berdasarkan teori keagenan, terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Manajer tentu ingin menerima keuntungan dan insentif berdasarkan kinerja, sedangkan pemegang saham ingin memastikan kesejahteraannya. Oleh karena itu, perbedaan kepentingan tersebut harus diselaraskan dengan kepemilikan institusional (Ratnasaria & Nuswantara, 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo & Pramuka (2018) dinyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).
 Faktor selanjutnya yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah persentase pemegang saham di sebuah perusahaan yang juga memiliki kedudukan dalam manajemen perusahaan, baik sebagai direktur, dewan komisaris, maupun dewan direksi (Sulistiyanti & Nugraha, 2019). Kepemilikan manajerial dianggap dapat berperan sebagai pengawas dan pengatur sehingga dapat membantu menghilangkan konflik agensi yang menimbulkan biaya agensi yang tinggi. Dalam penelitian Charisma dan Dwimulyani (2019) kepemilikan  manajerial  secara  negatif  berpengaruh  terhadap  penghindaran pajak (tax  avoidance). Sedangkan dalam penelitian lainnya oleh Sulistiyanti dan Nugraha (2019) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh secara positif terhadap  penghindaran pajak (tax  avoidance).
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Resky Awaliyah, Ratna Ayu Damayanti dan Asri Usman (Awaliah et al., 2022) yang menganalisis tingkat penghindaran pajak pada seluruh sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa perusahaan sektor property dan real estate melakukan indikasi penghindaran pajak lebih besar pada tahun 2016-2020 dibandingkan dengan sektor perusahaan yang lain. Ini menjadi dasar peneliti menggunakan sektor property dan real estate pada penelitian ini.
Adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan masih  terbatasnya penelitian mengenai penghindaran  pajak menjadikan  penelitian  ini  layak  untuk  diteliti.  


2. KAJIAN PUSTAKA
Teori Keagenan (Agency Theory)
Menurut  Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan (agency theory) adalah kontrak antara satu atau lebih individu (principal) menunjuk orang lain (agen) untuk melakukan jasa atas nama mereka dengan persetujuan agen diberikan kekuasaan dalam pengambilan keputusan tertentu. Pada teori keagenan, bentuk hubungan antara principal dan agen dapat dilihat dari hubungan pemegang saham dan manajer (Schroeder et al, 2001 dalam Christiawan & Tarigan, 2007). Dalam hal ini, pemegang saham berperan sebagai pihak principal atau pihak yang memberikan tanggung jawab kepada agen, sedangkan manajer digambarkan sebagai agen atau pihak yang diberikan tanggung jawab dalam beberapa  pengambilan keputusan. Hubungan antara pemegang saham dan manajer ini disebut sebagai hubungan keagenan.
Manajemen perusahaan sebagai pihak yang mengelola perusahaan  diberikan wewenang dalam pengambilan keputusan untuk memaksimalkan kepentingan dari pemegang saham. Namun dalam praktiknya manajemen  juga memiliki kepentingan-kepentingan pribadi dan tujuan lainnya sehingga memunculkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Selain itu permasalahan dalam hubungan keagenan seringkali muncul karena adanya perbedaan informasi yang diterima antara pemegang saham dan manajer. Informasi yang berkaitan dengan keadaan perusahaan tidak sepenuhnya disampaikan oleh manajer kepada pemegang saham. Sementara itu, pemegang saham membutuhkan seluruh informasi yang relevan namun tidak memiliki akses terhadap informasi internal, sehingga menyebabkan terjadinya asimetri informasi yang memunculkan perilaku oportunistik oleh manajer (Agung Prasetyo, 2022).
Scott (2001 dalam Oyong, 2012) mengungkapkan bahwa terdapat dua jenis asimetri informasi, diantaranya yaitu :
1) Adverse selection, artinya para manajer dan orang dalam lainnya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi dan prospek perusahaan dibandingkan investor eksternal. Informasi yang dapat mempengaruhi keputusan tidak diungkapkan kepada pemegang saham.
2) Moral hazard, artinya aktivitas yang dilakukan oleh manajer tidak diketahui sepenuhnya oleh pemegang saham. Dengan demikian, manajer dapat mengambil tindakan yang melanggar kontrak tanpa sepengetahuan pemegang saham yang tentunya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.
Menurut Jansen dan Meckling (1976) upaya yang dilakukan oleh principal dalam hal ini pemegang saham untuk mengurangi tindakan manajer yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap manajer dengan menerapkan fungsi audit dan mekanisme corporate governance lain yang dapat meluruskan kepentingan prinsipal serta memberikan insentif kerja yang menarik kepada manajer sekaligus mengadakan struktur penghargaan yang dapat membujuk para agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik prinsipal.

Penghindaran pajak 
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Mardiasmo (2018) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa tanpa mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Mardiasmo (2018) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend). Fungsi anggaran (budgetair) artinya pajak berfungsi sebagai sumber modal bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Dalam menjalankan pemerintahannya sebuah negara memerlukan pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas dan kepentingan negara.  Fungsi mengatur (regulerend) artinya dengan pajak pemerintah dapat mengatur kebijakan-kebijakan, baik bidang ekonomi maupun sosial  sebagai sarana dalam mencapai tujuan. contohnya dapat dilihat pada pengenaan pajak yang tinggi pada minuman keras sebagai upaya dalam menekan konsumsi minuman keras di Indonesia.
Terdapat beberapa hambatan dalam pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018), diantaranya yaitu : 
1) Perlawanan Pasif
Perlawanan ini bersumber dari keengganan masyarakat dalam membayar pajak yang dapat disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral yang belum merata, system perpajakan yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat serta sistem kontrol yang mungkin tidak dapat dilaksanakan dengan baik.


2) Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif merupakan segala usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk dari perlawanan aktif antara lain :
a. Tax avoidance
Yaitu usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang
b. Tax evasion
Merupakan usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (penggelapan pajak) 
Bagi manajemen perusahaan banyak yang beranggapan bahwa pajak adalah sebuah beban yang dapat mengurangi keuntungan yang seharusnya diperoleh dan juga tidak memberikan timbal balik secara langsung, sedangkan pemerintah tentunya berharap para wajib pajak akan patuh membayar pajak untuk mendukung pembangunan nasional (Okrayanti et al., 2017). Besaran pajak yang dibayarkan suatu perusahaan tergantung pada laba yang dihasilkan pada akhir periode. Semakin tinggi laba yang dihasilkan maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi. Manajer perusahaan tentu akan melakukan berbagai upaya dalam meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari undang-undang dan peraturan perpajakan.
Penghindaran pajak (tax avoidance) ini termasuk legal di Indonesia karena tidak melawan ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak (tax avoidance) ini bisa dikatakan sebagai fenomena yang unik karena pada satu sisi legal karena tidak melanggar peraturan, di sisi lain hal ini tidak diinginkan si pembuat undang-undang perpajakan karena berdampak pada pengurangan kas yang akan diterima oleh negara (Prasetyo & Pramuka, 2018) 
Menurut Santoso & Rahayu (2019) dalam (Rahmi et al., 2020) terdapat tiga cara agar dapat melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) :
1) Menahan diri
Dapat diartikan sebagai wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang dikenai pajak.
2) Pindah Lokasi
Memindahkan lokasi usaha atau domisili dimana dasar pengenaan tarif pajak lebih rendah. Misalkan diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanam modal di wilayah Indonesia bagian Timur.
3) Tax avoidance secara yuridis
Penghindaran secara yuridis dimaksudkan dengan ketidakjelasan undang-undang tentang perpajakan, tetapi masih dengan cara diperbolehkan (legal)


Kepemilikan institusional
Menurut Jamei (2017, dalam Darsani & Sukartha, 2022) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi yang dapat berperan penting dalam mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajemen untuk menghindari tindakan mementingkan diri sendiri. Kepemilikan saham institusional ini dapat juga dimiliki oleh perusahaan atau lembaga lain seperti investasi, perbankan, asuransi bahkan negara. Salah satu cara yang digunakan untuk mengurangi terjadinya konflik keagenan adalah dengan kepemilikan institusional. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan memungkinkan pemilik untuk mengarahkan manajemen agar menerapkan tindakan akuntansi konservatif. Proporsi kepemilikan institusional yang besar juga dapat meningkatkan pengawasan sehingga mencegah  manajemen bertindak oportunistik.

Kepemilikan manajerial 
Kepemilikan Manajerial adalah persentase pemegang saham di sebuah perusahaan yang juga memiliki kedudukan dalam manajemen perusahaan, baik sebagai direktur, dewan komisaris, maupun dewan direksi (Sulistiyanti & Nugraha, 2019). Menurut Jensen dan Meckling (1976) adanya pemisahan pengawasan perusahaan dan pemisahan kepemilikan saham akan menimbulkan benturan kepentingan antara pihak pemegang saham dengan pihak manajemen.
Kepemilikan manajerial dianggap dapat berperan sebagai pihak yang dapat membantu menghilangkan konflik agensi yang menimbulkan biaya agensi yang tinggi. Kondisi yang berbeda jika kepemilikan saham oleh para manajer sekaligus pemegang saham. Sebab, apabila manajer berperan ganda sekaligus dengan pemegang saham, tentu akan memiliki tujuan yang sama. Dengan kata lain kondisi akan berbeda jika pada suatu perusahaan ada kepemilikan manajerial dengan tanpa kepemilikan manajerial (Christiawan & Tarigan, 2007)



Pengembangan Hipotesis
Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak
Kepemilikan institusional merupakan sebuah kepemilikan saham perusahaan yang mana didalamnya dikuasai oleh institusi, perusahaan atau lembaga lain seperti asuransi, investasi, perbankan bahkan oleh negara. Kepemilikan institusional dapat mencegah manajemen perusahaan melalukan indikasi kecurangan karena pemilik institusi berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen dalam pengambilan keputusan sehingga manajemen tetap fokus kepada kepentingan perusahaan.  
Beberapa penelitian terdahulu telah menguji pengaruh dari kepemilikan institusional  terhadap penghindaran pajak, yaitu :
Penelitian pertama yang dilakukan oleh Prasetyo & Pramuka (2018) yang meneliti mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen terhadap tax avoidance. Penelitian ini menggunakan 10 sampel perusahaan yang termasuk kedalam Jakarta Islamic Index (JII) selama 4 tahun periode yaitu tahun 2011 hingga 2014 dengan jumlah pengamatan terdapat sebanyak 40 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance
Penelitian kedua yang dilakukan oleh Agustina Putri & Fathurrahmi Lawita  (2019) yang meneliti mengenai pengaruh kepemilikan institusional dan manajerial terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 35 perusahaan dari Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2013 hingga 2017. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance.
Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Charisma & Dwimulyani (2019) mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap tindakan penghindaran pajak dengan kualitas audit sebagai variabel moderating.  Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dari 17 perusahaan dengan total sampel sebanyak 68 dari sektor manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2014 hingga 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak,
Penelitian keempat yang dilakukan oleh Mardatungga Nurmawan dan Nuritomo (2022) yang meneliti mengenai Pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan 206 sampel dari sektor manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2016 hingga 2019. Hasil  penelitian ini menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak,
Penelitian kelima yang dilakukan oleh Wendy Sri Murtina, Wirmie Eka Putra dan Reni Yustien (2022) mengenai Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan 200 sampel yang berasal dari 40 perusahaan perbankan yang terdaftar pada bursa efek Indonesia periode tahun 2015-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak,
Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :
H1: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap  penghindaran pajak


Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak
Kepemilikan Manajerial adalah persentase pemegang saham di sebuah perusahaan yang juga memiliki kedudukan dalam manajemen perusahaan, baik sebagai direktur, dewan komisaris, maupun dewan direksi (Sulistiyanti & Nugraha, 2019).  Semakin besar persentase kepemilikan manajerial maka semakin kecil terjadi indikasi konflik kepentingan. Apabila dalam suatu perusahaan memiliki kepemilikan manajerial, manajer sekaligus sebagai pemegang saham berusaha untuk menyelaraskan tujuan pribadi dengan tujuan pemegang saham.  Sebaliknya, apabila tidak ada kepentingan manajerial dalam suatu perusaahaan dapat mengindikasikan manajer akan memenuhi kepentingan pribadi diatas kepentingan pemegang saham. 
Penelitian pertama yang dilakukan oleh Agustina Putri & Fathurrahmi Lawita  (2019) yang meneliti mengenai pengaruh kepemilikan institusional dan manajerial terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 35 perusahaan dari Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2013 hingga 2017. Hasil penelitian ini mengungkapkan. bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance
Penelitian kedua yang dilakukan oleh Charisma & Dwimulyani (2019) mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap tindakan penghindaran pajak dengan kualitas audit sebagai variabel moderating.  Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dari 17 perusahaan dengan total sampel sebanyak 68 dari sektor manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2014 hingga 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak,
Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Mardatungga Nurmawan dan Nuritomo (2022) yang meneliti mengenai Pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan 206 sampel dari sektor manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2016 hingga 2019. Hasil  penelitian ini menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak,
Penelitian keempat yang dilakukan oleh Umi Sulistiyanti dan R. Andro Zylio Nugraha (2019) mengenai corporate ownership, karakteristik eksekutif dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI tahun hingga 2017 dengan 167 data sampel yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
Berdasarkan  uraian  diatas  maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :
H2: Kepemilikan manajer berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Kerangka Berpikir
Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:
Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian
[image: ]

3. METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis kuantitatif. Karena data yang digunakan untuk analisisnya berupa angka- angka dan analisis statistik, maka metode ini dikenal dengan metode kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai suatu metode yang berbasis pada positivisme yang digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, pengumpulan sampel biasanya dilakukan secara acak dimana instrument penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menjelaskan pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.

Populasi dan Sampel
Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022. Metode pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling yang didapat dari 15 perusahaan yang memenuhi kriteria pemilihan dengan total sampel sebanyak 45 data sampel

Variabel Penelitian
Variabel Independen atau bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel independennya adalah kepemilikan institusional (X1) yang dihitung dengan membagi jumlah kepemilikan saham dengan jumlah saham keseluruhan dan kepemilikan manajerial (X2) yang dihitung dengan membagi jumlah kepemilikan saham manajerial dengan jumlah saham keseluruhan. Sedangkan Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (independent). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terikatnya adalah penghindaran pajak (Y) yang dihitung menggunakan proksi ETR. 

Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah ada seperti catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, situs web, internet dan sebagainya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan (annual report) perusahaan sektor Property dan Real Estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022 yang diakses melalui situs www.idx.co.id. Dari laporan tahunan tersebut diperoleh angka-angka yang menggambarkan kepemilikan institusional,dan kepemilikan manajerial.
Metode Analisis Data
	 Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis dengan model regresi linear berganda yang bertujuan untuk memprediksi seberapa besar terjadi perubahan satu satuan pada variabel independen yaitu kepemilikan instritusional dan kepemlikan manajerial terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak (Ghazali I., 2011)

4. [bookmark: _Toc159750187]HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum
Setelah memilih sampel sesuai dengan kriteria yang  telah ditentukan, ditemukan 15 perusahaan  dari 84perusahaan property dan real estate yang memenuhi kriteria sampel. Total sampel data yang memenuhi kriteria adalah 60 data (15 perusahaan x 4 tahun) dengan 15 data outlier, sehingga total keseluruhan data adalah 45 sampel data. Kriteria pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel 1 berikut:
Tabel 2 Deskripsi Sampel Penelitian
	No
	Kriteria
	Jumlah

	1
	Perusahaan sektor property dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022.
dikurangi :
	84

	2
	Perusahan sektor property dan real estate yang tidak terdaftar secara berturut turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022
	(17)

	3
	Perusahaan yang tidak melaporkan pencatatan pembukuan berakhir 31 Des
	(9)

	4
	Perusahaan yang tidak mendapatkan laba selama periode penelitian 2019-2022
	(38)

	5
	Perusahaan sektor property dan real estate yang tidak menyajikan data yang dibutuhkan
	(5)

	Total sampel yang memenuhi kriteria
	15

	Total data dari periode 2019-2022 = 4 tahun x 15 perusahaan
	60

	Data outlier
	(15)

	Jumlah sampel keseluruhan
	45


   Sumber: data diolah peneliti, 2024
Analisis Statistik Deskriptif
Tabel 3 Anlisis Statistik Deskriptif
	
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	Kepemilikan Institusional
	45
	28.68
	96.62
	73.0413
	14.01821

	Kepemilikan Manajerial
	45
	.00
	3.22
	.5658
	.97957

	Penghindaran Pajak
	45
	.0001
	.0503
	.013971
	.0121525

	Valid N (listwise)
	45
	
	
	
	


        Sumber: data diolah peneliti, 2024
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan variabel yang diteliti melalui rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai terendah (minimum), nlai tertinggi (maksimum) dan standar deviasi. Dari penelitian ini variabel yang teliti adalah dari variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak. 
Berdasarkan tabel dapat diketahui hasil uji statistik deskriptif dari  variabel dependent dan independent sebagai berikut :
1.  Variabel kepemilikan institusional (X1)  selama periode tahun 2019-2022 memiliki nilai minimum sebesar 28,68 dan nilai maksimum sebesar 96,62. Nilai rata-rata untuk variabel kepemilikan institusional adalah sebesar 73,01413 dan standar deviasi sebesar 14,01821. Dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari kepemilikan institusional lebih besar dibandng standar deviasi, artinya data bersifat homogen. 
2.  Variabel kepemilikan manajerial (X2) selama periode tahun 2019-2020 memiliki nilai minimum sebesar 0.00 dan nilai maksimum sebesar 3,22. Nilai rata-rata untuk variabel kepemilikan manajerial adalah sebesar 0,5658 dan standar deviasi sebesar 0,97957. Dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari kepemilikan manajerial lebih kecil dibandng standar deviasi, artinya data bersifat heterogen.
3.  Variabel penghindaran pajak (Y) yang diproksikan menggunakan ETR selama periode tahun 2019-2022 memiliki nilai minimum sebesar 0,0001 dan nilai maksimum sebesar 0,0503. Nilai rata-rata untuk variabel penghindaran pajak ini adalah sebesar 0,013971 dan standar deviasi sebesar 0,0121525. Dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari penghindaran pajak lebih besar dibandng standar deviasi, artinya data bersifat heterogen.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Tabel 4 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
	
	Unstandardized Residual

	N
	45

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	.187c


Hasil pengujian One Sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa diperoleh nilai Asymp.Sig sebesar 0,187 > 0,05, maka dapat dikatakan data terdistribusi normal dengan catatan terjadi outlier yang menyebabkan data tidak terdistribusi normal. Jumlah data outlier yaitu sebanyak 15 data. Data outlier adalah data yang memiliki karakteristik yang berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk variabel tunggal atau variabel kombinasi.
Uji Multikolinieritas
Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficients
	Model
	Tolerance
	VIF
	Keterangan

	Kepemilikan Institusional
	1.007
	.993
	Tidak terjadi multikonertitas

	Kepemilikan Manajerial
	1.007
	.993
	Tidak terjadi multikonertitas


Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5 diperoleh nilai tolerance variabel kepemilikan institusional (X1) sebesar 0,993 dan nilai tolerance untuk variabel kepemilikan manajerial (X2) sebesar 0,993. Sedangkan untuk nilai VIF (Varians Inflation Factor) pada variabel kepemilikan institusional (X1) adalah sebesar 1,007 begitu pula dengan variabel kepemilikan manajerial (X2) yaitu sebesar 1,007. Nilai tolerance untuk kedua variabel > 0,10 dan nilai VIF (Varians Inflation Factor) untuk kedua variabel < 10, ini menunjukkan bahwa dalam pengujian ini tidak terdapat gejala multikolinieritas. 
Uji Heteroskedastisitas
Gambar 2 grafik scatterplot 
[image: ]
Dikatakan terjadi hetereoskedastisitas apabila terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), namun apabila tidak terdapat pola yang jelas dimana titik titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dapat dikatakan bahwa tidak terjadi hetereoskedastisitas Dilihat dari gambar 2 diatas, tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas. 
Selain itu cara lain untuk menguji suatu model regresi terdapat heteroskedastisitas atau tidak dapat dilihat dengan menggunakan uji glejser. Dasar pengambilan keputusannya adalah apabila nilai signifikansi > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi indikasi heteroskedastisitas dan sebaliknya apabila nilai signifikansi < 0,05 menandakan terjadinya indikasi heteroskedastisitas.
Tabel 6 Hasil Uji Glejser
	Model
	Sig.

	(Constant)
	.003

	Kepemilikan institusional
	.215

	Kepemilikan manajerial
	.052


 
Dapat dilihat dalam tabel 4.6, nilai signifikansi untuk variabel kepemilikan institusional  menunjukkan nilai 0,215 (0,215 > 0,05) mengindikasikan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Pada nilai signifikansi untuk variabel kepemilikan manajerial menunjukkan nilai 0,052 (0,052 > 0,05) mengindikasikan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi
Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi 
	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate
	Durbin-Watson

	1
	.418a
	.175
	.136
	.0112990
	1.647

	a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional

	b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak



	Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode Durbin Watson. Gejala autokorelasi tidak terjadi apabila nilai Durbin Watson terletak diantara DU sampai dengan (4-DU).	Berdasarkan hasil dari tabel uji autokorelasi diatas, diketahui nilai Durbin-Watson (DW) menunjukkan angka 1,647. Maka nilai DU berdasarkan tabel diatas dengan nilai k(2) dan nilai n(45) adalah sebesar 1,6418, dapat dirumuskan dengan
1,6148 < Durbin-Watson (1,647) < 4-DU ( 2,3852)
Dari hasil diatas diketahui bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi pada model regresi linear tersebut.

Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 8 Hasil Analisis Regrersi Linear Berganda 
Coefficients
	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients

	
	B
	Std. Error
	Beta

	(Constant)
	.034
	.009
	

	Kepemilikan Institusional
	.000
	.000
	-.274

	Kepemilikan Manajerial
	-.004
	.002
	-.339



Berdasarkan analisis regresi linear berganda diatas, maka dapat dinyatakan dalam persamaan model sebagai berikut:
ETR =0,034 +0,00X1- 0,004X2 + e
Uji Hipotesis
Uji Koefisien Determinasi (R²)
Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi
	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square

	1
	.418a
	.175
	.136


	
Koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan pada nilai  R-Squared (Ghazali I., 2011). Nilai ini disajikan dalam tabel hasil uji koefisien determinan diatas. Dari tabel tersebut diketahui  bahwa nilai koefisien determinasi ( R Squere) sebesar 0,175. Maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sebesar 17,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam  model penelitian ini.

Uji Signifikasi Model (Uji Statistik F)
Tabel 10 Hasil Uji Signifikansi F 
ANOVA
	Model
	F
	Sig.

	Regresion
	4.449
	.018b



Uji F ini berfungsi untuk melihat pengaruh antara variabel independen yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap variabel dependen yakni penghindaran pajak. Hasil uji F bagian Prob (F-statistic) sebesar 0,018 atau di bawah nilai tingkat signifikasi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh secara simultan terhadap tax avoidance.
Uji Signifikansi Parsial (Uji T)
Tabel 11 Hasil Uji T 
Coefficient
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	Unstandardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	
	

	(Constant)
	.034
	.009
	3.665
	.001

	Kepemilikan Institusional
	.000
	.000
	-1.948
	.058

	Kepemilikan Manajerial
	-.004
	.002
	-2.409
	.020


Pada variabel kepemilikan institusional, berdasarkan tabel diatas diperlihatkan hasil pengujian signifikansi dari uji hipotesis parsial (uji t) yaitu terdapat nilai probabilitas sebesar 0,058 (0,058 > 0,05). Kesimpulan yang dapat diambil yaitu H1 ditolak, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
Pada variabel kepemilikan manajerial, berdasarkan tabel diatas diperlihatkan hasil pengujian signifikansi dari uji hipotesis parsial (uji t) yaitu terdapat nilai probabilitas sebesar 0,020 (0,020 < 0,05). Kesimpulan yang dapat diambil H1 diterima, hal  ini berarti kepemilikan manajerial berpengaruh negatif  terhadap penghindaran pajak
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Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial secara parsial atau individu tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0,058 (0,058 > 0,05). Nilai tersebut menunjukkan bahwa H1 ditolak, artinya bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh damayanti dan susanto (2016) dan Nugraha (2019). 
Menurut Damayanti dan Susanto (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ini terjadi karena pemilik institusional ikut melakukan pengawasan namun bukannya memberikan pengawasan langsung, malah mendelegasikan pengawasannya kepada dewan komisaris. Dewan komisaris ini mewakili pemilik institusi serta mengendalikan tugas yang dilakukan oleh manajemen. Oleh sebab itu besar atau kecilnya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan penghindaran pajak bisa dilakukan. Sejalan dengan penelitian tersebut,  Sulistiyanti & Nugraha (2019) juga berpendapat bahwa ada atau tidaknya pihak institusional dalam daftar pemegang saham, tidak akan memberikan dampak besar dalam kegiatan penghindaran pajak.  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t-hitung bernilai -2,409 dan nilai probabilitas menunjukkan nilai sebesar 0,020 (0,020 < 0,05). Maka dari nilai tersebut dapat kita lihat bahwa H2 diterima. Artinya bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin  besar  proporsi  kepemilikan  saham manajerial   pada   perusahaan,   maka   manajemen   cenderung   akan   lebih  memperhatikan   kepentingan pemegang saham, karena jika  terdapat keputusan yang salah, manajemen juga yang akan menanggung konsekuensinya. Sehingga manajemen cenderung menghindari kegiatan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil dari penelitian Charisma & Dwimulyani (2019) dan  Nurmawan & Nuritomo (2022).

5. PENUTUP
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kegiatan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena pemilik saham institusional ikut melakukan pengawasan namun tidak secara langsung, yang mana tugas itu didelegasikan kepada dewan komisaris. Dewan komisaris ini mewakili pemilik institusi serta mengendalikan tugas yang dilakukan oleh manajemen. Oleh sebab itu besar atau kecilnya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan penghindaran pajak bisa dilakukan namun tidak menimbulkan dampak yang besar dalam kegiatan penghindaran pajak. 
2. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat disebabkan karena semakin besarnya komposisi kepemilikan saham manajerial maka manajer akan lebih memperhatikan kepentingan pemegang saham. Jika terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan maka manajer juga akan bertanggung jawab dan menanggung konsekuensi yang ditimbulkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen cenderung menghindari kegiatan penghindaran pajak


Keterbatasan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu :
1. Penulis membatasi penelitian hanya pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada 4 tahun periode penelitian yaitu tahun 2019 hingga 2022.
2. Penulis juga hanya menggunakan dua variabel independen yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sehingga pengaruh kedua variabel dalam menjelaskan variabel dependen yaitu penghindaran pajak masih terbatas.
3. Lingkup data penelitian yang kecil dan kurang merata membuat hasil penelitian pada pengujian heteroskedastisitas tidak tergambar jelas

Saran
Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyarankan agar :
1. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan mengganti atau menambahkan sampel penelitian pada sektor-sektor perusahaan  yang lain sehingga dapat menjadi pembanding hasil penelitian. 
2. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini menggunakan variabel-variabel independen lainnya  yang diduga dapat mempengaruhi penghindaran pajak
3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan alat ukur yang lain, misalnya dalam menghitung penghindaran pajak dapat digunakan proksi Cash Effective Tax Rate (CETR), Current ETR, Book Tax Different (BTD).
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